KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 82 TAHUN 2003
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALI SI'S TRANSAKSI KEUANGAN

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

bahwa dal am rangka nel aksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4)
Undang-undang Nonor 15 Tahun 2002 tentang Ti ndak Pi dana Pencuci an
Uang sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang-undang Nonmor 25 Tahun
2003, perlu nenetapkan Keputusan Presiden tentang Tata Cara
Pel aksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan;

Mengi ngat :

a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai mana tel ah
di ubah dengan Perubahan Keenpat Undang- Undang Dasar 1945;

b. Undang-undang Nonor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencuci an Uang (Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Tahun 2002
Nonmor 30, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 4191) sebagai nana
telah diubah dengan Undang-undang Nonor 25 Tahun 2003
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 108,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 4324);

MVEMUTUSKAN :

Menet apkan :
KEPUTUSAN PRESI DEN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN PUSAT
PELAPORAN DAN ANALI SI S TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB |
TUGAS DAN VVEVWENANG

Pasal 1

Pusat Pel aporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang sel anjutnya

di si ngkat dengan PPATK, menpunyai tugas sebagai beri kut

a. mengunpul kan, nenyi npan, nenganalisis, nengeval uasi i nfornmasi
yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-undang Nonor 15
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencuci an Uang sebagai nana
tel ah di ubah dengan Undang-undang Nonor 25 Tahun 2003, yang
sel anjutnya disebut Undang-undang Tindak Pidana Pencucian

Uang;

b. memant au cat atan dal am buku daftar pengecualian yang di buat
ol eh Penyedi a Jasa Keuangan;

C. nmenbuat pedonan nengenai tata cara pelaporan Transaksi
Keuangan Mencuri gakan;

d. nmenber i kan nasi hat dan bant uan kepada i nstansi yang berwenang

tentang informasi yang di perol eh PPATK sesuai dengan Undang-
undang Ti ndak Pi dana Pencuci an Uang;
e. menbuat pedonman dan publikasi kepada Penyedi a Jasa Keuangan



tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang
Ti ndak Pi dana Pencuci an Uang atau dengan perat uran perundang-
undangan | ai n, dan nmenbantu dal am nendet eksi peril aku nasabah
yang nencuri gakan;

f. nmenber i kan rekonendasi kepada Penerintah nengenai upaya-upaya
pencegahan dan penberantasan tindak pidana pencuci an uang;
g. nel aporkan hasil analisis transaksi keuangan yang beri ndi kasi

tindak pidana pencucian uang Kkepada Kepolisian Negara
Republ i k 1 ndonesi a dan Kej aksaan Republ i k | ndonesi a;

h. nmenbuat dan nenberikan [|aporan nengenai hasil analisis
transaksi keuangan dan kegiatan |ainnya secara berkala 6
(enam) bul an sekal i kepada Presiden, Dewan Perwakil an Rakyat,
dan | enbaga yang berwenang nelakukan pengawasan terhadap
Penyedi a Jasa Keuangan.

i nmenber i kan i nf or masi kepada publ i k t ent ang ki nerja
kel enbagaan sepanjang penberian informasi tersebut tidak
bertentangan dengan Undang-undang Ti ndak Pidana Pencucian

Uang.
Pasal 2
Dal am nel aksanakan tugasnya, PPATK nenpunyai wewenang :
a. mem nta dan nenerinma | aporan dari Penyedi a Jasa Keuangan;
b. mem nta informasi nengenai  perkenbangan penyi di kan atau

penuntutan terhadap tindak pidana pencuci an uang yang tel ah
di | apor kan kepada penyi di k atau penunt ut unum

C. nmel akukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan nengena
kepat uhan kewaji ban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terhadap pedonan
pel aporan nengenai transaksi keuangan;

d. nmenber i kan pengecual i an terhadap kewaji ban pel aporan nmengena
transaksi keuangan yang dil akukan secara tunai ol eh Penyedi a
Jasa Keuangan.

Pasal 3

Dal am rangka nel aksanakan wewenang sebagai mana dinmaksud dal am
Pasal 2 huruf a, PPATK dapat:

a. mem nta dan nenerima | aporan Transaksi Keuangan Mencuri gakan
dan transaksi keuangan yang dil akukan secara tunai;
b. mem nta i nformasi tanbahan dal am hal | aporan yang di sanpai kan

oleh Penyedia Jasa Keuangan tidak |engkap, di r agukan
kebenarannya, atau di perl ukan penjel asan | ebi h | anj ut;

C. memnta informasi lain yang berkaitan dengan Transaksi
Keuangan Mencuri gakan dari Penyedia Jasa Keuangan pel apor
atau Penyedi a Jasa Keuangan | ai nnya;

d. nmenet apkan tata cara pel apor an Tr ansaksi Keuangan
Mencuri gakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara
tunai bagi Penyedi a Jasa Keuangan

Pasal 4

Dal am rangka nel aksanakan kewenangan sebagai mana di maksud dal am
Pasal 2 huruf b, PPATK dapat:



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

mem nta i nformasi kepada penyi di k atau penuntut unum nmengena
per kembangan penyidi kan atau penuntutan tindak pidana
pencuci an uang;

mem nta informasi tanbahan nengenai perkenbangan penyi di kan
atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang
tel ah dil aporkan kepada penyi di k atau penuntut unmum dal am hal
di per |l ukan;

mem nta informasi sebagai mana di maksud dalam huruf a dan
huruf b secara kasus per kasus atau beberapa kasus.

Pasal 5

Dal am rangka nel aksanakan kewenangan sebagai mana di maksud

dal am Pasal 2 huruf c, PPATK dapat

a. nmel akukan audit sewaktu-waktu apabil a di perl ukan;

b. mem nta dan newaji bkan Penyedia Jasa Keuangan untuk
nmenberi kan dokunen, data, Kketerangan, dan i nformasi
yang dimliki dan atau dikuasai oleh Penyedia Jasa
Keuangan;

C. memasuki pekarangan, |ahan, gedung atau properti yang
dimliki atau di kuasai ol eh Penyedi a Jasa Keuangan.

Dal am nel akukan audit sebagai mana di maksud dal am ayat (1),

PPATK terlebih dahulu nelakukan koordinasi dengan | enbaga

yang berwenang nel akukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa

Keuangan.

Pel aksanaan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan dapat

di | akukan  bersama-sama dengan |enbaga yang berwenang

nmel akukan pengawasan terhadap Penyedi a Jasa Keuangan.

Tata cara audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan ditetapkan

dengan Keputusan Kepal a PPATK

Pasal 6

Dal am rangka nel aksanakan kewenangan sebagai mana di maksud

dal am Pasal 2 huruf d, PPATK dapat:

a. nenberi kan persetujuan atau penol akan atas perm ntaan
pengecual ian terhadap kewajiban pelaporan transaksi
keuangan yang dil akukan secara tunai yang di aj ukan ol eh
Penyedi a Jasa Keuangan;

b. nmeneri ksa daftar dan adm ni strasi penyi npanan transaksi
tunai yang di kecuali kan yang dibuat ol eh Penyedia Jasa
Keuangan.

Penyedi a Jasa Keuangan nengaj ukan secara tertulis perm ntaan
pengecual i an terhadap kewajiban pel aporan transaksi keuangan
yang di |l akukan secara tunai kepada PPATK.

Tata cara penyanpaian perm ntaan pengecualian kewaji ban
pel aporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tuna
i t et apkan dengan Keputusan Kepal a PPATK

BAB ||
PEDOVAN



Pasal 7

(1) PPATK nmengel uarkan pedoman unmum nengenai  Prinsip Mengena
Nasabah sebagai acuan bagi |enbaga yang berwenang nel akukan
pengawasan terhadap Penyedi a Jasa Keuangan dal am nengel uar kan
ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

(2) PPATK nmenberi kan nmasukan atas ketentuan tentang Prinsip
Mengenal Nasabah yang dikeluarkan |enbaga yang berwenang
nmel akukan pengawasan terhadap Penyedi a Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1) PPATK nengel uarkan ketentuan dan pedonman nengenai bent uk,
jenis, tata cara pelaporan transaksi keuangan ol eh Penyedi a
Jasa Keuangan.

(2) Ket ent uan dan pedoman sebagai mana di maksud dal am ayat (1) wajib
di patuhi ol eh Penyedi a Jasa Keuangan.

BAB |11
KERJ ASANVA

Bagi an Pert ama
Umum

Pasal 9

(1) Dal am rangka nelakukan pencegahan dan penberantasan tindak
pi dana pencucian wuang, PPATK dapat nmelakukan kerja-sanma
dengan pi hak terkait baik nasional maupun internasional dal am
forum bilateral dan rmultil ateral ber dasarkan peraturan
per undang- undangan yang ber| aku.

(2) Kerj asama sebagai mana di maksud dal am ayat (1) dapat dil akukan
dengan atau tanpa perjanjian tertulis.

(3)Kerjasanma dapat berupa pertukaran informasi, bantuan teknis,
dan at au pendi di kan dan pel ati han.

Bagi an Kedua
Ker j asama PPATK dengan
Kepol i si an Negara Republik | ndonesia

Pasal 10

(1) Dal am rangka pencegahan dan penberantasan tindak pidana
pencuci an uang PPATK nel akukan kerjasama dengan Kepoli sian
Negara Republ ik I ndonesi a.

(2)Kerjasama antara PPATK dengan Kepolisian Negara Republik
I ndonesi a sebagai mana di maksud dal am ayat (1) neliputi
a.analisis terhadap |aporan-Iaporan transaksi keuangan yang

diterima ol eh PPATK;

b. penberi an dan per m nt aan i nf or masi dal am rangka
penyel i di kan dan penyidi kan tindak pidana pencucian
uang;

c. pendi di kan dan pel ati han; dan



d. hal -hal | ain yang akan ditentukan bersama ol eh PPATK dengan
Kepol i si an Negara Republik | ndonesi a.
(2) Kerjasama sebagai mana di maksud dalam ayat (1) dan (2) diatur
lebih lanjut oleh Kepala PPATK dengan Kepala Kepolisian
Negara Republ ik | ndonesi a.

Bagi an Keti ga
Ker j asama PPATK dengan
Kej aksaan Republi k | ndonesi a

Pasal 11

(1)Dal am rangka pencegahan dan penberantasan tindak pidana
pencuci an uang PPATK nel akukan kerjasama dengan Kejaksaan
Republ i k | ndonesi a.
(2)Kerjasama antara PPATK dengan Kejaksaan Republik Indonesia
sebagai mana di naksud dal am ayat (1) nencakup
a.perm ntaan i nfornasi dalam rangka analisis terhadap
| aporan-| aporan transaksi keuangan yang diterima ol eh
PPATK

b. penberi an dan perm ntaan informasi dal amrangka penuntutan;

c. penberian dan perm ntaan i nformasi nmengenai  eksekus
put usan pengadil an atas perkara tindak pidana pencucian
uang;

d. pendi di kan dan pel ati han; dan

e. hal -hal |ain yang akan ditentukan bersama ol eh PPATK dengan
Kej aksaan Republ ik | ndonesi a.

(3) Kerjasanma sebagai mana di maksud dalam ayat (1) dan (2) diatur
| ebi h lanjut oleh Kepala PPATK dengan Jaksa Agung Republik
I ndonesi a.

Bagi an Keenpat
Ker j asama PPATK dengan
D rektorat Jenderal Bea dan Cukai

Pasal 12

(1) Dal am rangka pencegahan dan penberantasan tindak pidana
pencuci an uang, PPATK nel akukan kerjasama dengan D rektorat
Jender al Bea dan Cukai

(2)Kerjasama PPATK dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cuka
sebagai mana di naksud dal am ayat (1) meliputi
a. penyanpai an | aporan dan informasi tanbahan yang berkaitan

dengan penbawaan uang rupi ah secara tunai ke dal am atau
ke luar wi | ayah Republik | ndonesi a;

b. perm ntaan i nformnasi dalam rangka analisis terhadap
| apor an-| aporan transaksi keuangan yang diterima ol eh
PPATK

c.permntaan informasi dalam rangka penegahan uang yang
di duga hasil tindak pidana pencuci an uang;

d. pendi di kan dan pel ati han; dan

e. hal-hal lain yang akan ditentukan bersama ol eh PPATK dan
D rektorat Jenderal Bea dan Cukai

(3) Kerjasanma sebagai mana di maksud dalam ayat (1) dan (2) diatur



[ ebi h | anjut ol eh Kepala PPATK dengan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai .

Bagi an Kel i ma
Ker j asama PPATK dengan
Lenbaga yang Berwenang
Mel akukan Pengawasan Ter hadap Penyedi a Jasa Keuangan

Pasal 13

(1) Dal am rangka pencegahan dan penberantasan tindak pidana
pencuci an uang PPATK nel akukan kerjasama dengan | enbaga yang
berwenang nel akukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa
Keuangan.

(2) Kerjasama antara PPATK dengan | enbaga yang berwenang nel akukan
pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan sebagai mana
di maksud dal am ayat (1) neliputi:

a. penyusunan pedoman Prinsip Mengenal Nasabah bagi Penyedi a
Jasa Keuangan;

b. perm ntaan i nfornasi dalam rangka analisis terhadap
| apor an-| aporan transaksi keuangan yang diterinma ol eh
PPATK;

c.permntaan informasi dalam rangka pencegahan uang yang
di duga hasil tindak pidana pencuci an uang;

. pendi di kan dan pel ati han; dan

. hal -hal |ain yang akan ditentukan bersama ol eh PPATK dengan
| enbaga yang berwenang nel akukan pengawasan terhadap
Penyedi a Jasa Keuangan.

(3) Kerjasanma sebagai mana di maksud dalam ayat (1) dan (2) diatur
I ebih lanjut ol eh Kepala PPATK dengan Pi npinan | enbaga yang
berwenang nel akukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa
Keuangan.

D Q

Bagi an Keenam
Kerj asama PPATK dengan Pi hak Lain

Pasal 14

Dal am rangka pencegahan dan penberantasan tindak pidana pencuci an
uang PPATK dapat nel akukan kerjasanma dengan pi hak |ain

BAB |V
PEMBERI AN DAN PERM NTAAN | NFORVASI

Pasal 15

(1) PPATK dapat nenyetujui atau nenolak perm ntaan infornasi dari
pi hak | ai n.

(2)Dal am hal PPATK nenyetujui perm ntaan informasi sebagai mana
di maksud dalam ayat (1), penerima informasi wajib nenjaga
ker ahasi aan i nformasi dan nenggunakan informasi yang diterinma
sesuai dengan tujuan yang telah disetujui ol eh PPATK

(3) Tata cara penyanpaian informasi, jenis informasi, dan pihak-
pi hak yang dapat nenerima infornasi di t et apkan dengan



Keput usan Kepal a PPATK.

BAB V
NASI HAT DAN ATAU BANTUAN

Pasal 16

(1) PPATK nenberi kan nasihat dan atau bantuan kepada i nstansi
berwenang secara tertulis maupun lisan tentang infornmasi yang
di perol eh PPATK sesuai dengan ketentuan dal am Undang-undang
Ti ndak Pi dana Pencuci an Uang.

(2) Nasi hat dan atau bantuan sebagai mana di maksud dal am ayat (1)
di beri kan dengan atau tanpa permntaan dari i nst ansi
ber wenang.

(3) Nasi hat dan atau bantuan sebagai mana di maksud dal am ayat (1)
berupa perti nbangan, pendapat dan atau masukan tentang aspek
pencuci an uang Yyang terkait dengan tugas instansi yang
ber wenang

BAB VI
| NFORVASI DARI ORANG PERSECRANGAN

Pasal 17

(1) Dal am rangka nelakukan pencegahan dan penberantasan tindak
pi dana pencuci an uang, PPATK dapat nenerinma informasi dari
orang perseorangan nengenai dugaan tindak pidana pencucian
uang.

(2)Orang perseorangan yang nenberikan informasi sebagai-nmana
di maksud dal am ayat (1) nendapat perlindungan khusus.

(3)Perlindungan khusus bagi orang perseorangan sebagai mana
di maksud dalam ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan
per at uran perundang-undangan yang ber| aku.

BAB VI
AKUNTABI LI TAS

Pasal 18
PPATK mengunmunkan kepada publik nengenai tindakan-tindakan yang
tel ah dil akukan berkaitan dengan pel aksanaan tugas dan wewenangnya
sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan
per at ur an pel aksanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Nopenber 2003



PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd
MVEGAWATI SOEKARNCPUTRI



